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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKS! GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IRUKOTA JAKARTA

NOMCH 22 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELESAIAN BARANG MILIK DAERAH YANG TIDAK DIKETAHUI DAN DITEMUKAN
FISIKNYA MELALUI MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH

GUBERNUR PROVINS: TAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memberi kepastian 1wukuin dalam penyefesaian Barang Milik Daerah yang
tidak diketahui dan ditemukan fisiknya dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Normer 501
Tahun 201¢ tentang Majelis Penetapan Staius Rarang Mt udomw dengen  ini
menginstruksikan :

Kepada 1. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinst DI lakarta
Untuk
KESATU a. Para Kepala SKFPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta seiaku Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang :

1. melaporkan Barang Milik Daerah (BMD) vang masih tercatat
dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) namun tidak dikeiahut dan
ditemukan fisiknva kepada Majelis Penetapan Status Barang Milik
Daerah urtuk mendapat rekomendasi dalam rangka penetapan
status oieh Gabernur; dan

2. membentuk tim penghapusan dan menugaskasn tim Penghapusan
sebagai nrstugas pelaksana penghapusan garang Milik Dacrah
yang tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

b. Kepala Badan Pengelolz Aset Dzerah Pioviasi DKI .jakarta selaku
Sekretaris Majelis Penetapan Siaius Barang Milix Daerak -

1. menerirma laporan dar iin penghapusan SKPLVUKDPD dan
menindaklanjuti permohonan paitimbangan penghapusan Barang
Milik Gaerah yang udak ditemukan dan tidaik diketahui fisiknya
dengan mielaksanakar Rapat Pra Majeiis; dan

2 mengembangkan Sistem Infurmasi Asel Terintegrasi khususnya
untuk modui Penghapusan Barang Miiik Daerah yang tidak
ditemukar/hilang dan tidak ditketahui fisiknya melalui Majelis
Penetapan Status Barang #ilik Daerah.
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KEDUA . Tahapan penyaizsaian Barang Milik Daerah yang tidak diketahui dan
ditemukan fisiknya meialui Majelis Penetapan Status Barang Milik
Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus.
Ibukota Jakarta,
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Anies Baswedan, Ph.D.



Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 22 TAHUN 2019
Tanggal 22 April 2019

TAHAPAN PENYELESAIAN BARANG MILIK DAERAH YANG TIDAK DIKETAHUI DAN

V.

DITEMUKAN FISIKNYA MELALUI MAJELIS PENETAPAN STATUS
BARANG MILIK DAERAH

Definisi

Penghapusan Barang Milik Daerah adalah tindakan menghapus Bararng Milik Daerah
dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang di lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang
yang berada dalam penguasaarinya.

Ruang Lingkup

Lingkup penghapusan Barang iiilik Daerah di lingkungan Pernerintah Provinsi DKi
Jakarta terdiri dari :

1. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna:
2. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dan.

3. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Latar Belakang dan Tujuan Penghapusan

Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah bertujuan untuk memberi kepastian
hukum dalam penyelesaian untuk Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan dan
ditemukan fisiknya melalui Penghapusan Barang Milik Daerah karena sebab-sebab
lain.

Pembentukan dan Tugas Tim Penghapusan serta Tugas Pengurus Barang

1. Kepala SKPD membentuk Tim Penghapusan dan menugaskan Tim Penghapusan
sebagai petugas pelaksana 2enghanusan Barang Milik Daerah yang Tidak
Ditemukan dan tidak ditkztahui fisiknya, sebagaimana tercantum pada Format 1.

2. Pengurus Barang mencetak Kertas Kerja Penghapusen Barang Milik Daerah
yang Tidak Ditemukan dan tidak ditketahui fisiknya yang dibagi menjadi :

a. Kertas Kerja Inventarisasi Barang Tidak ada keberadaanya berupa Bangunan
sebagaimana Format 2, dan

b. Kertas Kerja Inventarisasi Barang Tidak ada keberadaannya seiain tanah dan
Bangunan.sebagaimana Format 3.

3. Petugas Barang menyiapakan dokumen terkait dengan Barang Milik Daerah,
meliputi :

a Kartu ldentitas Barang terkait;

b. Salinan dokumen kepemilikan;

c. Salinan dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMD sampai dengan
31 Desember 2018; dan

d. Dokumen lainnya yang diperlukan seperti Surat Keputusan Penetapan Status
Penggunaan Barang Mitik [xaerah dan dokumen lainnya yang sejenis.



4. Pengurus Barang menyerahkan Keitas Kerja dan dokumen terkait Barang Milik
Daerah tidak ditemukan dan udak ditketahui fisiknya kepada Tim Penghapusan;

V. Tindak Lanjut Tim Penghapusan atas Kertas Kerja dan dokumen terkait Barang Milik
Daerah tidak ditemukan dan tidak ditketahui fisiknya

1. Tindak lanjut atas Barang ~:dak Ditemukan dan tidak ditketahui fisiknya, diperinci
sebagai berikut -

BMD seiain tanah

1) SKPD/UKPD membentuk Tim Penghapusan untuk melakukan verifikasi atas
Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan serta meneliti ada ada tidaknya
kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya Barang Milik Daerah
tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

a)

2. Surat

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian Tim Penghapusan
terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan Barang Milik Daerah tidak
ditemukan, dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian Penghapusan tidak
terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukan Barang
Milik Daerah, maka SKPD/UKPD mengajukan usulan penghapusan
Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang setelah terlebih dahulu
mendapat persetiiuan Gubernur melalui Majelis Penetapan Status Barang
Milik Daerah Usuian penghapusan Barang Milik Daeran melampirkan :

1. Fotocopy Berita Acara Inventarisasi dengan lampiran Daftar Barang
Tidak Ditemukan sesuai dengan Format 4; A

2. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penelitian dari Tim Penghapusan
sesuai dengan Format 5; dan

3. Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Sertifikat, Surat Keterangan
Kebenaran Fotokcpi izin Mendirikan Bangunan, Dokumen Perolehan
Bangunan dan Berita Acara Serah Terima Bangunan, Surat Keterangan
Kebenaran Fotckopi Dokumenr Kepemilikan atau Dokuriien Lain yang
Setara dengan Bukti Kepemilikan Barang Milik Negara Seiain Tanah
dan/atau Bangunzan dan Surat Keierangan Kebenaran Fotokopi Berita
Acara Serah Terima Terkait Perolehan Barang dan Dokumen Lainnya
(jika Diperlukan) sebagaimana Format 6, Format 7, Format 8 dan
rormat 9.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh
Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
atau pejabat yang diberi kuasa, sebagaimana Format 10 dan Format 11
yang sekuiang-kurangnya memuat :

1. identitas Pengguna/Kuasa Pengguna Bearang/pejabat yang diberd
kuasa;

2. pernyataan mengenai telah meiakukan verifikasi dan periciitian; dan

3. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran usulan
yang diajukan, baik materi! maupun formil.

usulan pertimbangan penghapusan Barang Milik Daerah diserahkar

Sekietarial Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah, sesuai dengar
Format 12.



VL.

Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Miitk Daerah

A. Tugas dan Wewenang Majeiis Fenetapan

1.

Sekretariat Majelis Perielapan Penetapan Status Barang Milik Daerah yang
selanjutnya disebut Sekretariat Majelis Penetapan mempunyai tugas melaksanakan
Rapat pra maielis yang bertuiuan untuk menstapkan memeriksa dan memberikan
pertimbangan kepada Mgjelis Penetapan Status Barang Milik Daerah atas
penyelesaian dan tindak lanjut Barang Milik Daerah Bermasalah dengan
pembagian tugas sebagai berikut :

a. Ketua

1. menentukan Materi Rapat Pra Majelis Penetapan; dan
2. meminipin Fapat Pra Miajelis Penetapan.

b. Sekretariat

1. memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan usulan permohonan
penghapusan;

2. menyiapkan bahan Rapat-Pra Majelis Penetapan; dan

3. menyiapkan notulen Rapat Pra Maielis Penetapan.

¢ Anggota

a. menghadiri setiap Rapat Sekretariat Majelis Penetapan;

b. mempelajariimeneiiti bahan-bahan yang disampaikan Sekretaris Majelis
Penetapan;

c. memberikan pertimbangan/saran secara aktif dalam setiap pengambilan
keputusan Sekretariat Majelis Penetapan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Sekretariat.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Majelis Penetapan mempunyai wewenang :

a. Memberikan saran pertimbangan kepada Majelis Penetapan tentang
penyelesaian dan tindak lanjut Barang Milik Daerah Bermasalah

b. Memeriksa dan mewawancarai pihak yang mengetahui sebab terjadinya
keadaan tidak ditemukan/hilangnya BMD dimaksud.

c. Meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian
tertentu:

d. Memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau hal lain yang dinerlukan untuk
penyelesaian BMD bermasalah

B. Persiapan Sidarng Pra Maiclis Penetapan Status Barang Milik Daerah

1.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah selaku melaksanakan fungsi Sekretaris
Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah menerima, meneliti dan mendisposisi
Surat Usulan Pertimbangan penghapusan Barang Milik Daerah tidak ditemukan
dan tidak diketahui fisiknya kepada Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status
Barang Milik Daerah;

Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah menindaklanjuti
permohonan pertimbzangan penghapusan Barang Milik Daerah tidak ditemukan
dan tidak diketahui fisiknya dan mernpersiapkan hal sebagai berikut :

a. Melakukan verifiksi pcrmohonan pertimbangan penghapusan Barang Milik
Daerah tidak ditemukan/hilang yang disampaikan SKPD/UKPD untuk memastikan
apakah barang yang disajikan pada da‘tar barang =.dah benar dan sudah
sesuai dengan alasan penghapusannya.



b. Menyiapkan bahan investigasi untuk memperoleh informasi yang memadai
yang mengakihatkan tidak ditemukannya Barang Milik Daerah.

c. Menyiapkan bahan untuk kegiatan pemeriksaan dan wawancarai kepada
pihak yang mengetahui sebab terjadinya keadaan tidak ditemukan dan tidak
ditketahui fisiknya Barang Milik Dasrah dimaksud sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan yang ditetapkan.

d. Menyiapkan bahan untuk kegiatan permintaan keterangan/pendapat dari
narasumber yang memiliki keahliar: tertentu jika diperlukan.

Menyajikan data yang memadai uniuk menyusun alternatf pertimbangan
majelis apakah dapat merekomendasikan pertimbangan penghapusan atau
harus dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

[

f. meneliti kelengkapan dokumen dan mempersiapkan rapat pra-sidang majelis
penetapan status Barang Milik Daerah setelah berkoordinasi Bidang
Inventarisasi, Data, Informasi dan Dokumentasi.

9. membuat rencana kegiatan rapat pra-sidang majelis sesuai disposisi/
permintaan pimpinan dengan rincian sebagai berikut :

1) Konsep Agenda Rapat Pra Majelis dan Surat Pemberitahuan Rencana
Sidang Maijelis Kepada Ketua dan Anggota Majeilis dan kepada Kepala
SKPD/UKPD terkait yang ditandatangani oleh Sekretaris Majelis sesuai
dengan Format 13;

2) Daftar barang tidak ditemukan yang dimohonkan peitimbangan
penghapusan;

3) Bahan investigasi dan konsep Berita Acara Investigasi yang akan
ditandatangani oich Kepaia Subbidang Perubahan Status Aset;

4) Bahan uniuk memeriksa dan mewawancarai pihak yang mengetahui
sebab terjadinya keadaan tidak diteimnukan dan tidak diketahui fisiknya
BMD;

5) Surat keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian
tertentu jika diperlukan;

6) Daftar Penyampaian hukti-bukti; dan

7) Resume hasil verifikasi berkas permohonan pertimbangan penghapusan
dan usul alternatif keputusan Sidang Majelis.

h. menetapkar riomor reqister perkara, menyiapkan rencar:a dan bahan rapat
pra-sidang majelis sesuai disposisi/permintaan pimpinan, menyusun acara
rapat, mengkonfirmasi jadwal acara rapat pra-sidang majelis kepada Sekretaris
Maijelis Penetapan Status Barang Milik Daerah, membuat undangan rapat dan
menyerahkan hasilnya kepada Sekretaris Majelis Penetapan Status Barang
Milik Daerah sesuai dengan Format 14.

3. Bagian Sekretariat Majelis Penetapar: Status Barang Miiik Daerah melaporkan
rencana kegiatan sidang pra- majelis dan meminta paraf persetujuan Sekretaris
Majeiis Penetapan Status Barang Milik Daerah. Jika Sekretaris Majelis Penetapan
Status Barang Milik Daerah belum setuju maka Sekretariat Majelis Penetapan
Status Barang Miilk Daerah harus merevisi rencana kegiatan rapat pra-sidang
majelis.

4. Sekretaris Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah memberikan arahan
administratif Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah
untuk penyelenggaraan rapat sidang pra-majelis.



C. Rapat Pra Majelis Penetapan Status Barzng Milik Daerah

1.

Sekretaris Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah menyelenggarakan
sidang pra-majelis sesuai rencana kegiatan rapat pra-sidang majelis, dan
memerintahkan Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah
untuk mendukung kegiatan supaya berjalan lancar.

. Rapat Pra Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah di pimpin oleh Sekretaris

Majelis Penetepan Staius -Barang Milik Daerah dan diselenggarakan sesuai
kebutuhan dan memutuskan saran pertimbangan kepada Majelis Penetapan
tentang penyelesaian penyelesaian dan tindak lanjut Barang Milik Daerah
Bermasalah karena Barang Milik Daerah Tidak Ditemukan/dan tidak ditketahui
fisiknya.

D. Keputusan Rapat Pra Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah

1.

Keputusan Rapat Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah
ditetapkan secara musyawarah.

. Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Sekretariat Majelis

Penetapan hanya memiliki 1 {satu) suara.
Keputusan yang dibuat di sidang Pra Majelis antara lain :

a. Dilanjutkan proses Tuniutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Tidak diianjutkan ke iviajelis Penetapan Status Barang Milik Daerah

c. Dilanjutkan ke Majeiis Penetapan Status Barang Milik Daerah

d. Atau ada pilihan yang lain.

E. Laporan Rapat Pra Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah

1.

Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk membuat
Notulen Rapat dan laporan Rapat Pra-Sidang Majelis.

Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah melaporkan
Notulen Rapat dan lapcran Rapat Pra-Sidang Majelis Penetapan Status Barang
Milik Daerah kepada S=kietaris Majelis Penetapan Status Barang tilik Daerah.

. Sekretaris Majelis Penetapan Status Bararng Milik Daerah melaporkan Notuien

Rapat sesuai dengan Format 15 dan laporan Rapat Pra-Sidang Majelis kepada
Ketua Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah dan menindaklanjuti
Keputusan Usulan Pertimbangan penghapusan Barang Milik Daerah tidak
ditemukan dan tidak ketahui fisiknya yang disetujui oleh Rapat Pra-Sidang Majelis
Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk dilanjutkan ke Majelis Penetapan
Status Barang Milik Daerah.

VII.  Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.

A. Tugas dan Wewenang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah

1.

Majelis Penetapan Status Barang Miiik Daerah yang selanjutnya disebut Majelis
Penetapan mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada
Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas penyelesaian dan tindak lanjut Barang Milik
Negara Bermasalah dengan pembagian tugas sebagai berikut :



Pengarah,

1. mengarahkan kagiatan Majelis Penetapan; dan
2. menerima Laporan tentang kegiatan Majelis Penetapan.

Ketua,

1.

menentukan kegiatan Majelis Penelapan; dan

2. memimpin Sidang dan/atau Rapat Majelis Penetapan.

Wakil Ketua,

1.

membantu Katua dalam menjalankan tugas Majelis Fenetapan;

2. mewakili Ketua menjalankan tugas dalam hal Ketua berhalangan; dan
3. mengkoordirasikan peiaksanaan hasii kerja Majelis Penetapan.

Sekretaris,

1. melaksanakan operasional administrasi Majelis Penetapan;

2. menyiapkan bahan Sidang dan/atau Rapat Majelis Penetapan;

3. mengarahkan tugas operasional Sekretariat Majelis Penetapan; dan
4. memimpin rapat Sekretariat Majelis Penetapan sesuai kebutuhan.

Anggota,

1)
2)

3)
4)

menghadiri setiap Sidang dan/atau Rapat Majelis Penetapan;,
mempelajari/meneliti bahan-bahar. yang disampaikan Sekretaris Majelis
Penetapan;

memberikan pertimbangan/saran secara aktif dalam setiap pengambilan
keputusan Majelis Penetapan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

2. Untuk melaksanakan tugas Majelis Penetapan mempunyai wewenang :

a.

Memberikan saran pertirmbangan kepada Gubernur tentang penyelesaian dan
tindak lanjut Barang Milik Daerah Bermasalah;

Memeriksa dan mewawancarai pihak yang mengetahui sebab terjadinya
keadaan tidak ditemukan dan tidak diketahui Barang Milik Daerah dimaksud;

Meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian
tertentu; dan

Memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau hal lain yang diperlukan untuk
penyelesaian Barang Milik Daerah bermasalah.

B. Persiapan Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah

1

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah seiaku melaksanakan fungsi Sekretaris
Majeiis Penetapan Status Barang Milik Daerah menerims arahan dari Ketua
Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk menindaklanjuti hasil dari
rapat Sidang Pra Majeiis Penetapan Status Barang Milik Daerah ke Sidang
Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.

Sekretaris Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah mendisposisi arahan
dari Ketua Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk menindaklanjuti
hasil dari rapat Sidang Pra Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk
menyelenggarakan Sidang Majelis sesuai jadwal yang teiah ditetapkan kepada
Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.



3.

4.

Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daeraih merencanakan
kegiatan Rapat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah agar Rapat Majelis
Penetapan Status Barang Miiik Daerah berjalan dengan lancar.

Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah menyiapkan
dokumen terkait Rapat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.

. Peraturan Sidang Maijelis Penetapan Status Barang Milik Daerah

1.

w

Sidang Majelis Penetapan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Majelis Penetapan.

Dalam hal Ketua Majelis Penetapan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin
oleh Wakil Ketua.

Sidang Majelis Penetapan dapat dihadiri Anggota Sekretariat dan pihak lain
berdasarkan kesepakatan Majelis Penetapan.

. Keputusan Sidang Sidang Mzjelis Penetapan Status Barang Milik Daerah

1.

2.

Keputusan Sidang Majelis Penetapan ditetapkan secara musyawarah.

Dalam musyawarah pengarnbilan keputusan setiap anggota Majelis Penetapan
hanya memiliki 1 (satu) suara.

Keputusan Sidang Majelis Penetapan mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

. Sidang Majelis Penetapan Siatus Barang Milik Daerah

1.

Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah bertindak
memuiai sidang dengan membacakan Notulen Rapat Fra-Sidang Majelis dan
menyerahkan nomor register perkara berserta dokumen permohonan
pertimbangan penghapusan kepada Ketua Majelis serta men.

Ketuz Majelis Penetapan Status BMD membuka sidang majeis dan
melaksanakan agenda sidang majelis sebagai berikut:

a. menyatakan sidang tertutup untuk umum;
b. memanggil para pihak untuk mernasuki ruang sidang;
¢. memeriksa identitasnya para pihak;
d. memeriksa bukti-bukt;
e. membuat kesimpulan;
f. melakukan rnusyawarah Majelis Hakim (bersifat rahasia); dan
g. membacakan putusan majelis yaitu :
1) penghapusan barang milik daeran;
2) tuntutan ganti rugi (TGR};

3) ditunda sampai sidang berikutnyé;
4) dan lain-fain.



3. Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah Membuat
dokumen pelaksana sidang Majelis penctapan Status Barang Milik Daerah sesuai
dengan Format 16 dan melaporkannya ke Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

’Gu,péfﬁyr Provinsi Daerah Khusus °
- lbukota Jakarta, '

eéan, Ph.D.



CONTOH SURAT KEFUTUSAN Titg PENGHAPUSAN

“NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”
PROVINSI DAERAH ¥HUSUS iIBUKGTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA “NAMA SKPD”
PROVINSI DAERAH KHUGSUS IBUKCTA JAKARTA
NOMOR: XXXX TAHUN 2018

TENTANG

Format 1

TIM PENGHAPUSAN BMD TIOARK BITEMUKAN/TIDAK DIKETAHUL FISIKNYA
PADA “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH"

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”

a.

Bahwa dalam ranghka mewujudkan tertib administrasi dan tertib
pengelotaan Barang WMilik Daerah di lingkungar “NAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”, maka terhadap
Barang Milik Daerah  vang berada dalam panguasaan
SKPD/UKPD berdasarkan Laporan Hagil Inventarisasi Barang
Milik Daerah dinyatakan tigak temukan/tidak diketahui fisiknya
diiakukan penghapusan;

Bahwa untuk melaksanakarn penghapusan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a periu
menetapkan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah  pada
‘NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH” vang
ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Undang-Undang Nomer 29 Tahun 20G7 tentang Pemerintaban
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai ibukots
Negara Kesatuan Repubiik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimanz ielah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 7Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2008
tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah bheberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri NMomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 12 Tahun 2016
tentang Pedcman Pengeiclaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nornor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Dasrah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ KEPUTUSAN KEPALA "NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH”, TENTANG 1M PENGHAPMUSAN BARANG MILIK
DAERAH PADA “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH”,

KESATU Membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Daerah pada “NAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH”,.

KEDUA . Tim Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana diktum
KESATU adalah sebagai berikut:

1. Ketua . Sekretaris SKPL/UKPD

2. Sekretaris . Pengurus Barang

3. Anggota 1 s/d 5 (paling sedikit di SKPD)
1 8/d 3 (paling sedikit di UKPD}

KETIGA - Menugaskan kepada Penghapusan Barang Milik Daerah
sebagaimana diktum KEDUA, disamping tugas dan jabatan sehari-
hari untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Menerima Kertas Kerja Penghapusan Barang Milik Daerah
tidak ditemukan/hilang dan dokumen terkait dengan Barang
Milik Daerah dari Pengurus Bararig, meliputi:

a. KIB sampai dergan 31 Desember 2018:

b. Salinan dokumen kepemilikan;

c. Salinan dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMD
sampai dengan 31 Desember 2018; dan

d. Dokumen lainnya yzng diperlukan seperti Surat Keputusan
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dan
dokumen lainnya yarig sejenis.

2. Berusaha mencari Barang Milik Daerah yang tidak
ditemukan/tidak diketahi fisiknya tarsebut dan berkoordinasi
dengan instansi terkait lainnya antara iain dengan, Kecamatan,
Kelurahan/Desa, dan lain-lain, sampai dengan ditemukannya
BMD tersebut

3. Melakukan verifikasi atas Barang Milik Daerah yang tidak
ditemukan/tidak diketahui fisiknya serta meneliti ada tidaknya
kesalahan yang mengakibatkan yang tidak ditemukan/tidak
diketahui fisiknya BMD tersebut

4. Membuat berita acara verifikasi dan penelitian Barang Milik
Daerah berikut iampirannya

3. mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah kepada
Pengelola Barang setelah terlebih dahulu mendagat persetujuan
Gubernur melalus Maielis Penetapan Status Barang Milik
Daerah

KETUJUH Keputusan Kepala “NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH”,. ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA “NAMA SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH”,.
Tembusan :
Nama
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; NIP

2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta :
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.
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PEMERINTAH PROVING! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

JAKARTA
BERITAACARA
INVENTARISAS!I BARANSG MILIK DAERAH
FADA UKPD/SKPD
Nomor .

Pada han
bertempat di
Kami telah melakukan inventarisasi atas barang milik dasrah pada .
Kode SKPDVUKPD/UPB
Nama SKPD/UKPDIUPB
dengan hasil bebagai berikut :
MO KE BAIK RUSAX RINGAN RUEAK BERAT BER_Z82ik TIDAK DITEMUKAN SENGKETA SURLAR
' "o N'LA Sl NILAI L P ML NILA ML NLA VL NIl ML NILA:

T

2 8
50c
|s &
8
| i ]

Untuk selanjutnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. dilampirkan :
1} Daftar Barang Hasit lnventarisas: Barang Baik:

2) Daftar Barang Hasil inventarisasi Barang Rusak Ringan:

3) Daftar Barang Hasil inventansasi Barang Rusak Berat;

Daftar Barang Hasit Inventarisasi Barang Berlebih:

Daftar Barang Hasil Inventansasi Barang Tidak Diketernukan:;

Daftar Barang Hasit Inventarisast Barang Dalam Sengketa;

Catatan Atas Hasi Inventarisast; dan

Surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan nventarisasi BMD.

o~ O 1 &
R e

Demikianlah Berita Acara ini dibuat. sebagai laporan pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah pada

SKPD/UKPD/AUPB Badan Pengelola Aset Daerah

Apabila ditemukan kesalahan dikemudian hari. maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala SKPD/UKPC/UPB

NiP.

Jakarta.
Tim Inventarisasi

NIP.

NIP.

NIP.



Format 5

PEMERINTAH PRGVINS! DAERAK ¥HUSUS IBUKOTA JAKARTA
’ MAJELIS PENETAFPAN STATUS ASET BARANG MILIK DAERAH
Jatan Abdui Muis \omor 66
Telpon 3865580, 3865583 Fax. 3865746
JAKARTA
Kode Pos 10110

R
m—

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN PENELITIAN

NAMA SKPD/UKFD
PROVINS! DKI JAKARTA
Nomer :

Pada hari ini ....... Tanggal ....... Bulan ....... Tahun .. B GO - ), kami
yang bertanda tangan dxbawah ini selaku Panitia Penghapusan Barang Daerah m111k Kepala SKPD/UKPD
yang dibentuk dengan Keputusan Kepala SKPD/UKPD Nomer ...... Tahun ... ... Tanggal ....... Bulan
...... Tahun ....... secara bersama telah melaksanakan Verifikasi dan Penelitian Usulan Penghapusan untuk

ditetapkan di Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah, .
Dari hasil penelitian verifikasi Tim Penghapusan dapat menyimpulkan bahwa :

1. Barang Milik Daerah sebagaimana diuraikan pada lampiran Berita Acara ini diusulkan dilakukan
Penghapusan dalam Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah

Berdasarkan hal tersebut di atas, makan terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana terlampir
pada Berita Acara ini, diusulkan kepada Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah agar dilakukan
proses Penghapusan Barang Milik Daerah

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana

mestinya.
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
NAMA SKPD/UKPD
PROVINSI DKI JAKARTA
Ketua
Sekretaris

Anggota



Anggota

Anggota

Anggota

Anggota Tidak Tetap

Anggota Tidak Tetap



KOPR SKPD/UKPD

SURAT KETERANGAN
KEBENARAN FCTOKOP! SERTIFIKAT
Nomor " .. .. ..

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
NIP/NRP
Jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi sertipikat tanah :

Format 6

No. | Jenis dan Nomor | Luas 'Pemegang | No. Surat Ukur/ | Lokasi
Sertipikat Tanah Hak Gambar Situasi
(m2)
Adalah benar sesuai dengan aslinya .........
Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam

Permohonan Pertirnmbangan Penghapusan Barang Milik Negara.

Kota, tanggal

rangka



KOP SKPDIUKPD
Format 7

SURAT KETRRANTG AN
KEBENARAN FOTOKOP!IZIN MEMDIRIKAN BANGUNAN, DOKUMEN PERCLEHAN
BANGUNAN
DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BANGUNAN
Nomor: ..

Yang bertanda tangan dibawah ini -
Nama
NIP/NRP
Jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa :
1. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan .

No. | Nomor Izin Tanggal Izin | Luas Bangunan Lokasi
Mendirikan Mendirikan {(m2)
Bangunan Bangunan
| i _
2 Fotokcpi dokumen perolehan Bangunan:
No. Nomor izin l Tanggal lzin | Luas Bangunan Lokasi
Mendirikan } Mendirikan 1 {m2)
Bangunan ! Bangunan |
| |

3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima 8angunan :

No. Nomor izin | Tanggai izin . Luas Bangunan | Lokasi
Mendirikan Mendirikan {m2) !
Bangunan Bangurnian |
— — —
|

Adalah benar sesuai dengan asiinya.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sshenar-benarnya dalam rangka
Permohonan Pertimbangan Perighapusan Barang Milik Negara.

Kota, tanggal



Format 8
KO ZRBPDIGKPD

SURAT KETERANGAN
KEBENARAN FOTOKOPIDOKUMEN KEPEMILIKAN ATAU DOKUMEN i AIN YANG SETARA
DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BARAM( MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

Nomor -
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
NIP/NRP
Jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa :
1. Fotokopi DOKUMEN KEPEMILIKAN Kendaraan bermotor atau dekumen lain yang
setara den an bukti ke emilikan .

Nomor Tanggal | Merk/type Nomor  Nomor | Nomor

Dokumen Dokumen Jenis Mesin Rangka | Polisi

Kepemilikan | Kepemilikan f ‘
I |

2. Fotckopi dokumen lainnya misalnya Surai Tanda Nomcr Kendaraan atau Berita Acara
Serah Terima terkait perolohan barang untuk Barang Miitkk Negare seiain tanah/atau

_bangunan yang memiliki bukti kepemilikan:
No. l Nomor Dokumen Lainnva i Tanggal Dokumen Lainnya
e ]

| ] J

adalah benar sesuai dengan aslinya.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka Permohonan
Pertimbangan Penghapusan Barang Milik Negara.

Kota, tanggal



Formazt 9

SURAT KETERANGAN
KEBENARAN FOTOKOPI BERITA ACARA SERAH TERIMA TERKAIT PEROLEHAN
BARANG
DAN DOKUMEN LAINNYA

Nocimor © . ..
Yang berianda tangan dibawah int :

Nama

NIP/NRP

Jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa FOTOKO#P: Eerita Acara Serah Terima terkait perclehan
barang dan dokumen lainnya:

| No. | Nomor Berita Acara Tanggal Berita Acara

Serah Terima Serah Terima

Adalah benar sesuai dengan aslinya.

Demikian keterangan ini kami bust dengan sebenar-benarnya dalam Permohonan
Pertimbangan Penghapusan Barang Milik iNegara.

Kota, tanggal



Nama

KGR SKPD/UKFD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Noimor - ...

Yang bertanda tangan dibawabh ini :

NIP/NRP
Jabatan

Dengan ini menyatakan bahwa tanah dengan perincian data :

Format 10

T
Dokumen
. ) L M2}
Jenis Kontruksi | tak Gedung uas {
N B L } et Stat Nama
N arang Nomor Bangunan M35 0 M okasi ratus Kode | Harga
Urut | /Nama T Lantai z /Alamat - Tanah Tanah
Barang R _ Betor P T PN .
Kode €8 | Bertingkat Jtidak | angga omay
Barang /tidak L
] !
4 _— _i SV DU N — I JE E— — 1 JEN S
4 —

Adalah Barang Milik Daerah yang dikuasa! dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi “nama SKPD” menurut data KIB C akan tetapi sesuai Laporan Hasil Inventarisasi

Barang Milik Daerah Nomor

Tanggal

dinyatakan

tidak diketahui

keberadaannnyaftidak ditemukan. Untuk menindaklajuti laporan hasil Inventarisasi Barang
Milik Daerah tersebut, kami sudah membeniuk Tim Penghapusan guna melakukan verifikasi
dan penelitian atas Barang Milik Daerah ysng tidak ditemukan tersebut diatas serta meneliti
ada tidaknya kesalahan yang mengakivaiicain tidak ditemukannya Barang Milik Daerah dan
kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran usulan yang diajukan, baik mateiil maupun

formil.

‘Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka Permohonan
Pertimbangan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Kota, tanggsa!



KOP SKPD/UKPD

Format 11

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor: .................. .. ...

Yang bertanda tangan dibawah ini -

Nama
NIP/NRP
Jabatan

No Kode Re Merk | Ukuran
Urut | Barang & /Type cC

Dengan ini menyatakan bahwa bangunan dengan perincian daia :
I

|

|

Bah Tahun

an | Pembelian b

t
¢

| Pabrik

Jr

Rangka

Nomor Harga

Kete
rang
an

|
Mesin | Poisi | BPKB | STNK
{

L

Adalah Barang Milik Daerah yang dikuasar den digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi “nama SKPD” menurut data KiB (B/D/E/F) akan ietapi sesuai Laporan Hasil Sensus

BMD Nomor ...... Tanggal ..........

dinyatakan tidak diketahui keberadaannnya/tidak
ditemukan. Untuk menindaklajuti laporan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah tersebut,
kami sudah membentuk Tim Penghapusan ¢guna melakukan verifikasi dan penelitian atas
Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan tersebut diatas serta meneliti ada tidaknya
kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya Barang Milk Daerah dan kami
bertanggung jawab penuh atas kebenaran usuian yang diajukan, baik mateiit maupun formil

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka Permohonan
Pertimbangan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Kota, tanggal

NIP




Format 12

CONTOM SURAT
USULAN PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH (BMD)

KO SURATY
KHUSLS SKPDIUKRD
JtLingkungan pemrov DKI Jakarta

tgl-bin-tahun

Nomor e
Sifat
Lampiran
Hal : Permchonan Pertimbangan Penghapusan
Barang Milik Daerah berupa selain tanah
............................. pada ..... .....(nhama SKPD/UKPD)
Kepada

Yth Ketua Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah

Sehubungan dengan Keputusan Gubernur Provingi Daerah khusus lbukota Jakarta
Nomor 501 Tahun 2019 tentang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah, dengan ini
kami mengusulkan pertimbangan penghapusan Barang Milik Daerah berupa ...................... (
selain tanah) ...l pada ............. (nama skpd/ukpd)
sebagaimana daftar terlampir.

Sebagai dasar keputusan tersebut, bersama ini kami lampirkan berkas-berkas
pendukung yang disyaratkan sebagai berikut:

. Salinan Berita Acara Inventarisasi berserta lampiran Dafiar Barang Tidak Ditemukan

1
2. Berita acara hasil verifikasi dan penelitiar: dari Tim Penghaousan
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutiak dari Kepala SKPD/UKPD

Atas perhatian Bapak/ibu, kam ucapkan terima kasih

Kepala SKPD,....
veeve ... .Nama......... .

Tembusan:



DAFTAR USULAN PENGHAFUBAN BARANG RELIK DAERAH
BERUPA GEDUNT DAH BANGUNAN

TAHUN ARGERARAN . . .
SKPD
No | Jenin Berangy Nomar Koawsl | Kongtnis Bangunan | leat § “SHanin Grdiis | Luat IS Nomér Basl
Ut | Nama Rareng Kode Rog | Banmman [Betngies B Eﬂ!m%!. Lams + Nonet ‘i Ty !mm Kode Ut | Narge Katarengon
Sarang BKSRE)  Tiehak Tigek | (M : Tanah
2 4 5 A ) [ LA 'f 12 13 14 18 1
!
{ |
Jakarta
Mengetala
Pengurus/Penyimpan Barang,
Kepala SKPDRImt Kera,
A LA SO
CORFTOR FORBAT DAN PERGISIAN
DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA PERALATAN DN MESIN
SKPDUt Keria
KODE ™ NEBK/ | DEURAR TLETS NOMOR
o NAMA RARANG KEG BAAM L oar NS R -
BARASG e ¢ e Mmu‘ waveRa | srsw s
F) F ') 3 i Fy 3o
T J AU SN SR
nvarm
Uengetabus .
Kepalz SKPDAE Xerys. € ¢r qurvsPenyrpan daiang
NI
DAFTAR USULAM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAEF AH
BERUPA PERALATAN D&N PERLENGKAPAN XKANTOR
TAHUN SMGGARAN . ...
NOWOR TAMS DAN TAHUN HARGA ALASAN .
. L d = o] K TYPE v A
NO HAMA INSTAHSI KODE BARANG REG | JENIS BARAMNG MERK PEROLBM‘{_I:EROLEHAM OLURE CARANG PENGHAFUBAN HET
4 ) [ 7 () 1
Jakarta

Kepaia SKPD/UNE Kerja,

NIP

Pangurus/Penyimpan Barang,

NP




Format 13

PEMERINTAH PROVINST DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH
Jalae Abdul Muis No. 66
Telpon. 38655806 - 3865585 Fax. 3857777 - 3865745

JAKARTA

Nomor April 2019
Sifat Penting
Lampiran Berkas Permohonan Kepada
Perihal Agenda Rapat Pra Majelis Yth. Anggota Sekretariat Majelis Penetapan

Status Barang Mihk Daerah

i

Jjakarta

Bersama ini kami sampaikan usulan permohonan Penghapusan Barang Milik
Daerah yang akan dibahas dalam Rapat Pra Majelis Penetapan Status Barang Milik
Daerah yang akan dilaksanakan pada hari ............., tanggal ..................., yaitu
antara lain:

Nomor
Pemohon Uraiaa Ususlan Penghapusan KET
Urut | Dokumen
BMD yang akan dihapuskan
| Dinas ...... berupa.........
BMD yang akan dihapuskan /
2 Dinas . . .. dimusnahkan berupa.............
BMD yang akan dihapuskan /
3 | . Dinas ......... dimusnahkan berupa.............
BMD yang akan dihapuskan /
4 | ... Dinas ......... | dimusnahkan berupa.... ....
BMD yang akan dihapuskan /
5 | . Dinas ..... .. dimusnahkan berupa............. )
dst... .

Dimohon dengan hormat kesediaan Sekretaris Daerah Provinsi DK1 Jakarta untuk
memberikan arahan atas permohonan di dalam Forum Rapat Majelis Penetapan Status
Barang Milik Daerah sebagai dasar tindak lanjut Instruksi Gubernur Provinsi DKI
Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
selaku
Ketua Mazjelis Penetapan Status Barang Milik Daerah

Saefullah
NIP 196402111984031002
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MAJELIS PEMETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH
Jaian Abdul Muis No. 66
Telpon, 38655806 - 3865585 Fax. 3857777 - 3865745

JAKARTA
Nomor L e 2016
Sifat . Penting
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal oUNdangan Sidang 0000 e
di
tempat

Dalam rangka peiaksanaan siding Majelis Penetapan Status Barang
Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini mengundang saudara
sebagai Tertuntut, untuk rnenghadiri siding Majelis Penetapan Status
Barang Milik Daerah yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal @ ... 2019
Waktu D e wie
Tempat

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan
terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU
KETUA MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG
MILIK DAERAH

SAEFULLAH
NIP1964032111984031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta (sebagai laporan)
2. Kepala BPK RI Perwakiian Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta

4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MAZELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH
Jalan Abdul Muis No. 66
Teipon. 2386558G6 - 3865585 Fax. 3857777 - 3865745

JAKARTA
Nomor : . ... 2019
Sifat . Penting
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal DoUndangan Sidang 0000 e e
di
tempat

Dalam rangka pelaksanaan siding Majelis Penetapar: Status Barang
Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini mengundang Bapak/Ibu
Pimpinan SKPD/UKPD, untuk menghadiri sidang Majelis Penetapan
Status Barang Milik Daerah yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal L 2019
Waktu e e WIB
Tempat e

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan
terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU
KETUA MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG
MILIK DAERAH

SAEFULLAH
NIP1S64021119840310C2

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta (sebagai laporan)
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Perwakiian BPKP Provinsi DKT Jakarta

4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



PEMERINTAH PrROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MAJELIS PERETARPAN 57ATUS BARANG MILIK DAERAH
Jaian Abdui Muis No. 66
Teipon. 38655806 - 3865585 Fax. 3857777 - 3865745

JAKARTA
Nomor : e 2019
Sifat . Penting
Lampiran @ - Kepada Yth.
Perihal oUndangan Sidang 00 e e
di
tempat

Dalam rangka pelaksanaan siding Majelis Penetapan Status Barang
Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini mengundang Bapak
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, untuk menghadiri siding Majelis

Penetapan Status Barang Mitik Daerah yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal ... 2019
Waktu . WIB
Tempat

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannva diucapkan
terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU
KETUA MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG
MILIX DAERAH

SAEFULLAH
NIP196402111984031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAY K HUSUS IBUKOTA 2AKARTA
MAJELIS PENETAFAN STATUS BARANG MILIK DAERAH
Jalan Abdui #Muis No. 66
Telpon. 38655806 - 3865585 Fax, 3857777 - 3865745

JAKARTA
Nomor : .. 2019
Sifat . Penting
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal cUndangan Sidang e
di
tempat

Dalam rangka pelaksanaan siding Majelis Penetapan Status Barang
Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini mengundang saudara
sebagai Saksi, untuk menghadiri siding Majelis Penetapan Status Barang
Milik Daerah yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal ... 2019
Waktu WiIB
Tempat

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan
terima kasih.

SELAKU
KeTUA MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG
MILIK DAERAH

SAFFULLAH
NIP186402111984031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta {sebagai laporan)
2. Kepala BPK RI Perwakilan Pravinsi DKI Jakarta
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta

4, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



PEMERINTAH PRCYINAI DAERAH KHUSUS IBUKCOTA JAKARTA
MAJELIS PEMETARAN STATUS SARANG MILIK DAERAH
Jalan Abdul Muis No. 66
Telpon. 38655806 - 3865585 Fax. 3857777 - 3865745

JAKARTA
Nomor : e e 2019
Sifat : Penting
Lampiran . - Kepada Yth.
Perihal » Undangan Sidang i e eerreen e .
di
tempat

Dalam rangka pelaksanaan siding Majelis Penetapan Status Barang
Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini mengundang Bapak/Ibu
Anggota Majelis Peneiapan Status Barang Milik Daerah, untuk
menghadiri siding Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah yang akan

dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal .l 2019
Waktu C e e e WiB
Tempat e et teriees aeaeaaaaaaiaaans

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan
terima kasih.

SEKRETARIS PAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU
KETUA MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG
MILIK DAERAH

SEEFULLAH
NIP1964(G2111984031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta (sebagai laporan)
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DK! Jakarta

4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Format 15

.....

DALRAH
No. Urut: ooooiiiiininiiniieniienn. Tanggal: it e No. Berkas: cccoavceciieiiinnane.
— —
KETERANGAN PERMOHONAN KETERANGAN BARANG MILIK DAERAH
NAMA SKPD/UKPD JUMLAH BARANG
MILIK DAERAH
YANG HILANG
ALAMAT SKPD/UKPD NILAI BARANG
MILIK DAERAH
NOMOR SURAT LUAS
TANAH/BANGUNAN
TANGGAL STATUS
TANAH/BANGUNAN
STATUS HUKUM
N Kontruksi Diekumen
Jenis omor Bangunan Letak / Gedung N
No | Barang Luas | Lokasi Luas | Status Ka!:a H Keterangan
Urut | /Nama Lanta / I (M2) | Tanah T 0 1 AT82 | permasalahan
Barang Kod Bertingkat Beton Alamat ana
Ba:')a:g Reg 7,1.';‘;5; / Tanggal | Nomor

Tidak




Nomor
. Merk -
No Kode Ukuran ) Tahuea Keterangan
Urut | Barang Reg T / CC Bahar Pembelian Harga Permasalahan
ype l
Pebrik | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | STNK
SARAN o
PETUNJUK GUBERNUR TINDAK LANJUT
JAKARTA, 2019
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA ASET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU
SEKRETARIS MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK
DAERAKR
PUJIONO
NIP 196412301991121001
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DAFTAR HADIR
MAJELIS PENETAPAN 57 ATUS BARANG

1SLIK DAERAH

SIDANG MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH

HARI/TANGGAL: ..cccovvvuininrinincniacennne.
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DAFIAR BADIR
SEKRETARIAT MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH
SIDANG MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH

HARI/ TANGGAL: aucouveeerennenn... eveveens
TEMPAT: cooeuvennnennne.n. e ererereiarntreteeesterien——aaaaeeins

NO. NAMA JABATAN/INSTANSI TANDA TANGAN

1 _
2.

3, T

4

5.

6.

7. -
8. B o T
9. T
10. T
11. R O
12. o
13. - o
14. o

15.

16. -

17. 7

18.

19,

20. 7




HARI/TANGGAL: .ccvvevciieiiiiiinnnrinnnnnn.

DAFTAR HADIR
PESERTA SIDANG MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH
SIDANG MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH

TEMPAT: «coiiiriiiiirccininiictieciniie s rvennenerasenn
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DAFTAR BADIR
UNDANGAN SKPD/UKPD TERKAIT
SIDANG MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH
HARI/ TANGGAL: caveeveieeennennnneeneeeen.
TEMPAT: ..cccvvierierereseenisonisssessssssasnssnsasssssnens r——e
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DAFTAR HADIR
84581
SIDANG MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH
HARI/TANGGAL: ccociiiiiiiiniviinviannen,
TEMPAT: ....ccovvvvnvennnee Gevessesserecantrtsriensantonstarananren

NO. NAMA JABATAN/INSTANSI TANDA TANGAN

[om—y

I N I N S
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DOKU _« "IDANG MAJEL.S
PENETAPAN sTA™US
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIX DAERAR

v

SIDANG MAZEILIS PENETAPAN STATUS
BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

SUSUNAN ACARA

1,

PEMBUKAAN OLEH MC:

SIDANG MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAFRAH
PROVINSI DKI JAKARTA HAPI SENIN TANGGAL 15 APRIL 2019
DIMULAIL.

ANGGOTA MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH
MEMASUKI RUANGAN (UNDANGAN DIMCHON BERDIRI .

SIDANG MAJELIS PENEVAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH
DIPIMPIN OLEH KETusa MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG
MILIK DAERAH.

KEPADA YANG TERHORMAYT KETUA MAJELIS DIPERSILAHXAM
UNTUK MEMIMPIN SIDAN®,

KETUA MAJELIS MENGUHRDANG KIFALA SKPD/UKPD PFENGUSUL
PENGHAPUSAN BARANG MIL{K DAERAH MASUK KE RUANG SIDANG
DAN MENEMPATI KURSI PERSIDANGAN, TERTUNTUT ..ocoevivicininsrncnnn,
DIPERSILAHKAN UNTUK MEMASUKY RUARNG SIDANG.




o

10.

ii.

KETUA MAZELIS MEMEACAKAN SKENARIO SIDANG.

SEKRETARIS MAJELIS 7 (SEKREYARIAT) MEMBACAKAN
KRONOLOGIS BARANG MILIK DAERAH YANG TIDAK DIKETAHUI
DAN TIDAK DITEMUKAMN FISIKNYA.

KETUA MAIELIS MEMPERSILAHEAN KEPALA  SKPD/UKPD
PENGUSUL PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAHMEMBERIKAN
TAMGGAPAN ATAS DEMBACAAN TUNTUTAN.

BILA TANGGARAN  XEPALA  SKPDJUKPD  PENGUSUL
PENGHAPUSAN BARAME MILIK DAEREH PERLU  MENDAPAT
PERTIMBANGAN ATAU TANGGAPAN BALIK ANGGOTA MAIELIS,
MAKA KETUA MEMPERSILAHKAN ANGGOTA MAJELIS LAIMNYA
UNTUK MEMBERIKAN PENDAPAT.

KETUA MAJELIS MENSKORS SIDANG SELAMA 5 - 10 MEMIT UNTUK
PENGAMBILAN HASTL PUTUSAN SIDAMG (PALU DI KETUK 1 X).
SELURUH ANGGOTA DIUNDANG UNTUK RAPAT PENGAMBILAM
PUTUSAN.

SETELAH PENGAMBILAN PUTUSAN SECARA BULAT, SIDANG
DILANJUTKAN OLEH KETUA MAJELIS DENGAN MENARIK
SKORSING {FALU DIKETUK % x).

PEMBACAAN HASI. PUTUSAN SIDANG OLEH WETUA MAJELIS,
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II. PELAKSANAAN SIDANG

“Assalammualaikum warahmatuiiaki wabarakatuh”

1.

“Sidang Majelis Panetapan Status Barang Milik Daerah yang saya hormati,
siding Majelis Penetapan Status Barang Miiilkl Daerah hari ini Senin, 15 April
2019 saya buka dengan resni dengan membacakan
“Bismiliahirrahmannirrahim” dan siding terbuka untuk umum”, sambil
mengetuk paiu sidang 3 (tiga) kali.

“Selanjutnya disampaikar bahwa siding hari ini akan menyidangkan
penetapan status barang milik daerah «dengan tuntutan penghapusan
barang milik daerah dari SXPD/UKPD ......c.coecieae sebanyak
barang miiik daerah dergan nilai sebesar Rp .c.cocvvvrcccvninmmrirsinnnranssncanese

lllllllllllllllllllll

Yang terdiri atas:

* Tahub ..viceeecnn dengan jumiah barang sebanyak......... senilai Rp ..o.ccevceee
* Tahun ..ovesviennn dengan jumiah barang sebanyak ........ senilai Rp ......c.....
* Tahun ...oocinenes dengan jumian barang sebanvyak ........ senilai RE «..ovveueee.
* Tahun ..occeinases dengan jumlah barang sebanyak ........ senifai Rp c.ocvvvnecns
* Tahun .ooveennenn dengan jumiah barang sebanvyak ........ senilai RpP ..ccvanoenns
* Tahun ..oooennnee dengan jumich barang sebanyak ...... « SeNilai BRP cccicennnnne
* Tahun ..ccoveencnn dengan jumiah barang sebanyak ........ senilai Rp ...vevenees
* Tahun ...ccceneeee dengan jumiai barang sebanyak ........ senilal RP vorecennnane

*dst.....canene .
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